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Abstract: this study aims to analyze the relevance and
construction of civic philanthropy-based civic education to
the fulfillment of political rights of persons with disabilities.
This study uses a qualitative approach with the literature
review method. Civic philanthropy-based civic education is
relevant to the fulfillment of the political rights of people with
disabilities. Civic education based on civic philanthropy can be
reviewed based on civic education and citizenship education.
Civic philanthropy-based civic education in the civic education
paradigm leads to learning about the concept of equality, while
in the citizenship education paradigm leads to strengthening
tolerance attitudes in society. Civic philanthropy-based civic
education learning to fulfill the political rights of persons with
disabilities is carried out through a service learning approach
with pentahelix collaboration between the government,
academics, communities, the private sector, and the media.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi
dan konstruksi pendidikan kewarganegaraan berbasis civic
philanthropy terhadap pemenuhan hak politik penyandang
disabilitas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode literature review. Pendidikan kewarganegaraan berbasis
civic philanthropy relevan terhadap pemenuhan hak politik
penyandang disabilitas. Pendidikan kewarganegaraan berbasis
civic philanthropy dapat ditinjau berdasarkan civic education
dan citizenship education. Pendidikan kewarganegaraan berbasis
civic philanthropy dalam paradigma civic education mengarah
pada pembelajaran tentang konsep kesetaraan, sedangkan dalam
paradigma citizenship education mengarah pada penguatan
sikap toleransi dalam masyarakat. Pembelajaran pendidikan
kewarganegaraan berbasis civic philanthropy untuk memenuhi
hak politik penyandang disabilitas dilaksanakan melalui
pendekatan service learning dengan kolaborasi pentahelix
antara pemerintah, akademisi, komunitas, swasta, dan media.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas dihadapkan pada
problematika sosial seperti diskriminasi,
marginalisasi, dan isolasi. Hal ini tentu perlu
diselesaikan secara transformatif, inklusif,

partisipatif, dan kolaboratif. Permasalahan tersebut
bersifat kompleks akibat adanya pandangan
masyarakat yang mengarah pada stigma
ableism. Keberadaan penyandang disabilitas
berdasarkan stigma ableism hanya dipandang
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sebagai aib keluarga, beban masyarakat, dan
cenderung tidak berguna bagi masyarakat (Janz,
2019). Stigma ableism timbul akibat adanya
medical model of disability sebagai teori dalam
bidang medis yang sangat diskriminatif pada
penyandang disabilitas. Teori medical model
of disability menyatakan bahwa kaum difabel
adalah seseorang yang mengalami cacat secara
fisik sehingga tidak memiliki potensi untuk
berkembang (Osterud, 2023). Stigma ableism
secara substantif bersumber dari teori medical
model of disability telah ditentang oleh pandangan
social model of disability yang bersifat inklusif.
Social model of disability menegaskan bahwa
kaum difabel memiliki kelebihan atau potensi
yang dapat dikembangkan. Stigma ableism tentu
dapat menghambat pelaksanaan visi keadilan
sosial yang berbasis pada Pancasila.

Diskriminasi akibat adanya stigma ableism
dapat menghambat upaya pemenuhan hak politik
penyandang disabilitas. Pemenuhan hak politik
penyandang disabilitas saat ini hanya terbatas
pada penyaluran suara politik ketika Pemilihan
Umum (Pemilu), yang dalam praktiknya belum
dilaksanakan secara optimal. Data Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Sosial menunjukkan bahwa
total penyandang disabilitas di Indonesia pada
tahun 2021 yaitu sebanyak 22,97 juta jiwa. Data
tersebut perlu dijadikan pedoman bagi pemerintah
untuk memberikan pelayanan khusus bagi warga
negara penyandang disabilitas. Permasalahan
yang seringkali dihadapi oleh penyandang
disabilitas dalam konteks Pemilu diantaranya
yaitu identitas tidak termuat pada Daftar Pemilih
Tetap (DPT), sarana dan prasarana tidak ramah
terhadap difabel, serta wawasan dan komitmen
panitia yang masih minim untuk memberikan
pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas
(Ramadhan, 2021). Pemenuhan hak politik
penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui
pemberdayaan atau civic empowerment sebagai
sarana untuk menghilangkan stigma ableism
di kalangan masyarakat. Civic empowerment
menegaskan bahwa setiap warga negara mampu
terlibat secara aktif dalam kemajuan sosial
(Higgins, 1999). Civic empowerment adalah
pemberdayaan warga negara secara inklusif
untuk membentuk kemandirian dalam rangka
mencapai kesejahteraan.

Pendidikan inklusif sangat dibutuhkan
untuk meminimalisir adanya diskriminasi
terhadap penyandang disabilitas. Pendidikan

inklusif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan
kesejahteraan peserta didik yang berkebutuhan
khusus agar dapat memperoleh fasilitas yang
sesuai dengan kebutuhannya. Data Badan
Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan
bahwa terdapat ketimpangan pendidikan bagi
penyandang disabilitas dan non disabilitas.
Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu
pendidikan karakter dapat dijadikan sarana untuk
menciptakan inklusivitas di kalangan peserta didik.
Pendidikan kewarganegaraan menekankan pada
pembentukan mental dan sikap warga negara
yang inklusif, agar senantiasa terlibat dalam
upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas
secara persisten (Nanggala & Suryadi, 2024a).
Pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan
secara formal dan non formal sebagai upaya
untuk membentuk karakter peserta didik yang
inklusif. Pendidikan kewarganegaraan secara
formal dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler,
ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Pembelajaran
pendidikan kewarganegaraan harus dilaksanakan
dengan menggunakan strategi yang tepat agar
tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pendidikan
kewarganegaraan berbasis civic philanthropy
menjadi alternatif solusi untuk merealisasikan
pendidikan inklusif.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis
civic philanthropy dapat ditinjau dari perspektif
civic education dan citizenship education.
Pendidikan kewarganegaraan berbasis civic
philanthropy mengarah pada civic equality
untuk menyelesaikan masalah diskriminasi
akibat adanya stigma ableism. Orientasi civic
equality yaitu membentuk mental, pemikiran,
dan karakter peserta didik yang inklusif untuk
mengatasi diskriminasi terhadap penyandang
disabilitas (Bueso, 2022). Civic equality sangat
diperlukan untuk menjunjung tinggi kesetaraan
bagi penyandang disabilitas yang sampai saat
ini masih belum sepenuhnya terealisasikan.
Penyandang disabilitas dianggap sebagai
warga negara kelas dua meskipun American
Disability Act telah disahkan sejak tahun 1990
di Amerika Serikat (Trevisan, 2020). Pendidikan
kewarganegaraan berbasis civic philanthropy
tidak sebatas kebijakan pemerintah yang bersifat
top down maupun gerakan kewarganegaraan
yang bersifat bottom up, tetapi bersifat
integratif yang mengintegrasikan pendekatan
top down dan bottom up sekaligus. Pendidikan
kewarganegaraan berbasis civic philanthropy
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diharapkan dapat menjadi civic campaign yang
mampu mewujudkan civic equality di lingkungan
masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan
berbasis civic philanthropy dimaksudkan untuk
meningkatkan civic competence warga negara
muda yang meliputi civic knowledge, civic skill,
dan civic disposition.

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan
berbasis civic philanthropy di tingkat sekolah
dan perguruan tinggi menjadi inovasi baru
dalam mengoptimalkan penyelenggaraan
pendidikan kewarganegaraan sebagai civic
education dan citizenship education. Gerakan
filantropi berkontribusi positif pada pendidikan
kewarganegaraan khususnya dimensi sosiokultural,
dengan membentuk warga negara yang
dermawan, bijaksana, humanis, dan sukarela
untuk bergotong-royong dalam mengatasi
masalah sosial (Arpannudin, dkk., 2023). Topik
kajian pendidikan kewarganegaraan modern
mengarah pada isu demokrasi, hak asasi
manusia atau kebebasan, civic character, serta
isu kewarganegaraan secara lokal, nasional,
dan global (Heggart, dkk., 2018). Pendidikan
kewarganegaraan berbasis civic philanthropy
menekankan pada pembelajaran inklusif yang
menjunjung tinggi rasa toleransi, tanggung
jawab, dan partisipasi aktif dalam memenuhi
hak politik penyandang disabilitas.

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan
berbasis civic philanthropy menjadi suatu
paradigma baru yang bertujuan untuk memenuhi
hak politik dari penyandang disabilitas. Penguatan
kewarganegaraan filantropi di sekolah dilakukan
melalui analisis pada ragam gambar dan cerita di
buku pelajaran yang merepresentasikan aksi nyata
yang dermawan, murah hati, tanggung jawab, dan
partisipasi untuk mengatasi masalah sosial dan
ekonomi (Body & Lacny, 2022). Berdasarkan
paparan yang telah diuraikan sebelumnya, kajian
ini membahas tentang relevansi dan konstruksi
pendidikan kewarganegaraan berbasis civic
philanthropy terhadap pemenuhan hak politik
penyandang disabilitas.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode /iterature review yang
membahas tentang model pembelajaran PKn
berbasis civic philanthropy untuk memenuhi
hak politik penyandang disabilitas. Literature
review dilakukan dengan mengkaji artikel jurnal

internasional sebanyak 39 dokumen, artikel
jurnal nasional sebanyak 9 dokumen, prosiding
internasional sebanyak 1 dokumen, buku sebanyak
2 dokumen, serta arsip sebanyak 4 dokumen.
Referensi yang dijadikan sebagai bahan kajian
berkaitan dengan keilmuan dan pembelajaran PKn,
pemenuhan hak politik penyandang disabilitas,
civic empowerment, civic philanthropy, serta
stigma ableism. Sumber data dalam kajian
ini terbagi menjadi sumber data primer dan
sekunder. Sumber data primer diperoleh dari
artikel jurnal internasional dan jurnal nasional
agar hasil kajian bersifat holistik dan representatif.
Sumber data sekunder diperoleh dari buku dan
dokumen yang relevan dengan topik bahasan.
Teknik analisis data dilaksanakan melalui
beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian
data, dan verifikasi data (Miles, Huberman, &
Saldana, 2014). Kajian ini diharapkan dapat
berkontribusi baik secara teoritis maupun praktis
untuk mendukung terwujudnya civic equality
bagi penyandang disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan
Berbasis Civic Philantrophy terhadap Pemenuhan
Hak Politik Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menjadi kaum
minoritas yang hak-haknya seringkali diabaikan
oleh beberapa pihak. Penyandang disabilitas
menjadi minoritas paling besar di Amerika
Serikat yang selalu mendapatkan diskriminasi
masif baik secara sosial, ekonomi, hukum,
maupun pendidikan. Pemerintah Amerika Serikat
telah mengesahkan American with Disabilities

Act (ADA) dan Individuals with Disabilities
Education Act (IDEA) sebagai landasan hukum
yang berkaitan dengan hak dasar kaum difabel,
tetapi dalam praktiknya kebijakan tersebut
belum dilaksanakan secara optimal (Rivera &
Tilcsik, 2023). Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas juga telah
menjamin hak-hak yang seharusnya diperoleh
warga negara yang berkebutuhan khusus, namun
ternyata peraturan tersebut hanya sebatas
seremonial. Pancasila sebagai landasan filsafat
bangsa Indonesia mengutamakan kesetaraan dan
toleransi untuk mewujudkan keadilan sosial.

Hak-hak yang dimiliki oleh penyandang
disabilitas seringkali terabaikan karena kurangnya
perhatian dari berbagai pihak. Masalah sosial
seperti diskriminasi yang dialami oleh penyandang
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disabilitas telah menunjukkan bahwa pendidikan
inklusif sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan
kesadaran tentang kesetaraan. Pasal 37 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
telah menjamin adanya pendidikan inklusif'yang
mampu menciptakan keadilan bagi penyandang
disabilitas. Kebutuhan penyandang disabilitas
belum sepenuhnya difasilitasi oleh instansi
pendidikan (Bartlett & Schugurensky, 2023). Hal
ini terlihat dari beberapa instansi yang belum
menyediakan fasilitas ramah difabel. Realita
tersebut telah menunjukkan bahwa hak-hak
yang dimiliki penyandang disabilitas sebagai
kaum minoritas masih sering diabaikan.

Hak politik menjadi salah satu hak mendasar
yang harus diperoleh penyandang disabilitas
sebagai seorang warga negara. Hak politik
yang diberikan kepada penyandang disabilitas
hanya sebatas penyaluran suara melalui Pemilu.
Hak politik pada dasarnya lebih dari sekadar
memberikan suara ketika pesta demokrasi, tetapi
mencakup aspek yang lebih luas berkaitan dengan
komunikasi dengan masyarakat (Wulandari &
Dayati, 2019). Penyandang disabilitas memiliki
hak politik yang terbatas karena adanya stigma
masyarakat yang memandang bahwa seseorang
yang berkebutuhan khusus tidak memiliki potensi
serta tidak mampu menjalin komunikasi dengan
baik. Hal ini tentu menjadi problematika yang
harus diselesaikan agar visi untuk mencapai
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
dapat tercapai. Upaya yang dapat dilakukan untuk
mengatasi permasalahan tersebut salah satunya
yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan secara substantif
merupakan disiplin ilmu yang mengarah pada
pembentukan warga negara cerdas, humanis, dan
berdaya saing tinggi. Pendidikan kewarganegaraan
diperlukan untuk menghilangkan stigma
ableism yang menimbulkan adanya diskriminasi
terhadap penyandang disabilitas. Karakter yang
mencerminkan sikap anti-ableism dan anti-
racism perlu dihabituasikan pada setiap warga
negara secara menyeluruh (Scott & Shogren,
2023). Pendidikan kewarganegaraan sebagai
salah satu pendidikan karakter harus mampu
mengakomodasi keberagaman yang dimiliki
oleh setiap warga negara, termasuk dalam
hal ini warga negara berkebutuhan khusus.

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya
dapat dilihat dari dua perspektif yaitu pendidikan
kewarganegaraan sebagai civic education dan
citizenship education (Nanggala & Suryadi,
2022a). Pendidikan kewarganegaraan sebagai
civic education dapat memperkuat kecerdasan,
sedangkan pendidikan kewarganegaraan sebagai
citizenship education dapat memperkuat karakter
kepemimpinan peserta didik.

Pendidikan kewarganegaraan dalam
paradigma civic education mengarah pada
pembelajaran formal, kurikuler, dan teoritis
di dalam kelas. Pendidikan kewarganegaraan
dalam perspektif ini menjadi sarana untuk
memberikan pemahaman mengenai konsep
kesetaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Upaya mengatasi kesenjangan pemberdayaan
warga negara yang terjadi pada kaum minoritas
yaitu melalui pembelajaran pendidikan
kewarganegaraan di persekolahan (Addington,
2016). Civic education menjadi pembelajaran
transformatif pada realitas modernisasi karena
tidak sebatas pada kajian tentang hubungan
antara negara dengan warga negara, tetapi juga
mengkaji tentang isu sosial, polarisasi politik,
penduduk, demokrasi, perubahan iklim, dan
diskriminasi (Hoggan-Kloubert & Mabrey,
2022). Pendidikan kewarganegaraan sebagai
civic education memuat teori, konsep, model,
dan strategi dalam upaya membentuk warga
negara yang nasionalis (Easterly & Miesing,
2009). Pendidikan kewarganegaraan dalam
paradigma civic education bertujuan untuk
membentuk warga negara yang beretika, bermoral,
dan bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan dalam
paradigma citizenship education berfokus pada
pembelajaran non formal, sosiokultural, dan praktik
secara langsung di masyarakat. Implementasi
citizenship education di Inggris bersifat langsung
di masyarakat untuk memecahkan masalah
sosial, melatih daya kritis, kepekaan sosial, serta
membentuk karakter kepemimpinan. Citizenship
education bertujuan untuk membentuk warga
negara yang bertanggung jawab dan bermoral
dengan penuh kesadaran sehingga mampu
mewujudkan pemerintahan yang beretika (Yu,
2017). Realisasi pendidikan kewarganegaraan
sebagai citizenship education mengarah pada
civic action agar setiap individu mampu turut
terlibat secara aktif dan sukarela dalam mengatasi
permasalahan sosial.
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Pendidikan kewarganegaraan berbasis civic
philanthropy merupakan paradigma modern yang
dapat dijadikan sebagai strategi untuk menjamin
hak politik penyandang disabilitas. Pemenuhan
hak politik penyandang disabilitas terfokus pada
pemberdayaan, pelibatan, dan pendidikan politik.
Hal ini bertujuan agar kaum difabel dijadikan
sebagai subjek politik sehingga aktivitas dan
kebijakan politik semakin inklusif dan akomodatif.
Konsep pemenuhan hak politik difabel dalam
perspektif pendidikan kewarganegaraan
memuat pemuliaan politik, pendidikan politik,
pelibatan politik, dan akomodasi fasilitas inklusif
yang mendukung partisipasi politik untuk
kesetaraan (Nanggala & Suryadi, 2024b). Aksi
filantropi sangat relevan dengan substansi dan
praktik politik berbasis etika dan nilai karena
berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan
sosial berbasis pelibatan warga negara dalam
upaya membangun masyarakat yang beradab
(Nickel, 2018). Pendidikan kewarganegaraan
berbasis civic philanthropy diselenggarakan
agar penyandang disabilitas dapat memiliki
kecerdasan, keadaban, keterampilan, literasi
politik, sekaligus etika politik yang mengarah
pada keterlibatan politik secara masif.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis civic
philanthropy yang mengutamakan pemenuhan
hak politik penyandang disabilitas menjadi
inovasi baru untuk mewujudkan civic equality
bagi kaum difabel. Aksi filantropi begitu masif
untuk merealisasikan aktivitas pendidikan dan
pembelajaran yang berkelanjutan (Reikosky,
2024). Pendidikan kewarganegaraan perlu
memuat gerakan filantropi agar mutu civic
literacy dan kesejahteraan sosial masyarakat
dapat ditingkatkan (Nanggala & Suryadi, 2022b).
Pendidikan kewarganegaraan modern sangat
diperlukan untuk meminimalisir kesenjangan
atas prestasi belajar yang diperoleh peserta
didik berkebutuhan khusus dengan yang tidak
berkebutuhan khusus (Garwood, dkk., 2021).
Citizenship transformative menekankan pada
kesetaraan, hak asasi manusia, serta keadilan
untuk mengatasi permasalahan marginalisasi
atau diskriminasi (Banks, 2017). Pemberdayaan
penyandang disabilitas membutuhkan dukungan
dari pemerintah yang berupa kebijakan inklusif,
keterlibatan warga negara, serta motivasi
yang dimiliki oleh kaum difabel. Pendidikan
kewarganegaraan berbasis civic philanthropy
menjadi transformator untuk mewujudkan keadilan

sosial bagi warga negara yang berkebutuhan
khusus.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis civic
philanthropy sangat mendukung multikulturalisme
karena mengajarkan tentang konsep kesetaraan,
sehingga memandang perbedaan sebagai hal
yang harus dihormati. Inclusive citizenship dapat
menciptakan kehidupan masyarakat yang damai,
sejahtera, dan tertib sehingga mengarah pada
hubungan produktif antar warga negara sekaligus
antara negara dengan warga negara (Kiwan,
2007). Civic education memuat pembelajaran
demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia
yang diselenggarakan secara formal dan
informal (Salmon-Letelier & Russell, 2022).
Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang
diselenggarakan di persekolahan dan perguruan
tinggi memuat kajian tentang demokrasi, hak
asasi manusia, Pancasila, kesetaraan hukum,
toleransi sosial, multikulturalisme, pendidikan
dan budaya politik, economic civics, civic
empowerment, civic engagement, civic campaign,
civic responsibility, civic virtue, dan civic
philanthropy. Hal ini menunjukkan bahwa
pendidikan kewarganegaraan berbasis civic
philanthropy dapat menjamin pemenuhan hak
politik penyandang disabilitas. Pendidikan
kewarganegaraan berbasis civic philanthropy
dapat dilihat berdasarkan perspektif civic
education dan citizenship education.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis
civic philanthropy dalam paradigma civic
education memberikan pemahaman utuh
tentang beberapa konsep yaitu: (a) sejarah
difabel, (b) landasan hukum dan kebijakan yang
berkaitan dengan difabel, (c) fasilitas publik
yang bersifat ramah difabel, (d) pemenuhan hak
politik difabel, (e) problematika diskriminasi,
serta (f) civic empowerment berbasis potensi
kaum difabel. Penyandang disabilitas identik
dengan marginalisasi sehingga diperlukan upaya
pemenuhan atas hak politik yang dimiliki kaum
difabel. Penyandang disabilitas perlu dijamin hak
kewarganegaraannya, termasuk diberikan ruang
untuk berkembang secara sosial (Redworth &
Redworth, 1997; Richard & Hennekam, 2020).
Upaya pemenuhan hak politik penyandang
disabilitas harus dilaksanakan secara kolaboratif
antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Optimalisasi penggunaan teknologi dan advokasi
hukum untuk pelayanan merupakan realisasi
civic engagement dalam rangka memenuhi
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hak mendasar yang dimiliki oleh penyandang
disabilitas (Harris, Owen, & Ruiter, 2012).
Pendidikan kewarganegaraan berbasis civic
philanthropy dalam paradigma civic education
menjadi sarana untuk membentuk pemikiran
generasi muda yang positif, objektif, dan
komprehensif sehingga praktik civic engagement
dapat direalisasikan.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis
civic philanthropy dalam paradigma citizenship
education merupakan pembelajaran non formal,
praktis, dan bersifat sosiokultural. Civic action
yang dilaksanakan secara langsung di masyarakat
bertujuan untuk memperkuat mutu civic
competence warga negara. Civic competence
adalah indikator penting dari smart and good
citizens yang mencakup civic knowledge, civic
disposition, dan civic skill (Branson, 1998).
Citizenship education mengarah pada penguatan
kepekaan sosial sehingga praktik pembelajaran
yang dilaksanakan bersifat non formal (Eidhof &
de Ruyter, 2022; Mann, dkk., 2015). Pendidikan
kewarganegaraan berbasis civic philanthropy
dalam paradigma citizenship education dapat
meningkatkan kemandirian, kepekaan sosial, serta
tanggung jawab peserta didik untuk mengatasi
permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Konstruksi Pendidikan Kewarganegaraan
Berbasis Civic Philanthropy terhadap Pemenuhan
Hak Politik Penyandang Disabilitas

Pendidikan kewarganegaraan berbasis civic
philanthropy memandang bahwa pembentukan
warga negara yang berkarakter bijaksana,
dermawan, inklusif, humanis, bertanggung jawab,
dan partisipatif sangat perlu untuk direalisasikan.
Hal ini bertujuan agar pembelajaran pendidikan
kewarganegaraan dapat bermakna bagi peserta
didik. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat
dari dua perspektif yaitu civic education yang
bersifat formal, teoritis, dan kurikuler serta
citizenship education yang bersifat non formal,
praktis, dan sosiokultural (Winataputra, 2016).
Pendidikan kewarganegaraan mampu membentuk
sikap tanggung jawab, toleransi, dan partisipasi
generasi muda agar mampu meningkatkan
kompetensi sosial melalui pengabdian kepada
masyarakat (Spiteri, 2012). Realisasi pendidikan
kewarganegaraan sebagai citizenship education
berbasis civic philanthropy dapat memperkuat
civic engagement, civic virtue, dan civic
competence peserta didik.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis
civic philanthropy bertujuan untuk memenuhi
hak politik penyandang disabilitas karena
bersifat non profit, pengabdian sosial, dan aksi
kemanusiaan yang dilaksanakan secara lintas sektor.
Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif
citizenship education dilakukan secara langsung
pada komunitas sosial sehingga peserta didik
mampu meningkatkan sikap sukarela, filantropis,
dan tanggung jawab (Convery & Kerr, 2007).
Citizenship education berfokus pada penguatan
kompetensi warga negara secara inklusif, agar
mampu terlibat secara aktif pada urusan publik,
demokratis, serta mandiri (Joris, Simons, &
Agirdag, 2022). Pendidikan kewarganegaraan
sebagai citizenship education memiliki peran
yang cukup komprehensif untuk membentuk
calon pemimpin bangsa yang unggul, terampil,
dan berkarakter Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis
civic philanthropy dapat diintegrasikan dalam
pendekatan pembelajaran service learning
karena memiliki orientasi yang sama yaitu
membentuk mental dan karakter peserta didik
yang sukarela, responsif, bermoral, dan inovatif
dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Service
learning dapat membentuk peserta didik yang
memiliki kepekaan sosial, kreatif, adaptif, dan
komunikatif (Burth, 2016). Gerakan filantropi
modern berkembang di Eropa sejak awal abad
ke-21 yang melibatkan pemerintah dan swasta
untuk memberdayakan keterampilan warga negara
(Schuyt, 2010). Service learning merupakan
pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk
mengoptimalkan civic engagement peserta
didik untuk menyelesaikan masalah sosial yang
bersifat kompleks.

Karakteristik pendidikan kewarganegaraan
berbasis civic philanthropy pada dasarnya hampir
sama dengan service learning. Implementasi
service learning bertujuan untuk memperkuat
civic engagement untuk membentuk kemandirian
dan keaktifan peserta didik. Program dan aktvitas
filantropi sangat dipengaruhi oleh karakteristik
pimpinan, sehingga diperlukan political will,
tanggung jawab moral, dan kepekaan sosial
agar kesejahteraan sosial dapat terwujud (Cha
& Rew, 2018). Pendidikan kewarganegaraan
berbasis civic philanthropy secara tidak langsung
dapat memenuhi hak-hak politik warga negara,
terutama warga negara yang berkebutuhan khusus.
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Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan
berbasis civic philanthropy dilaksanakan melalui
kolaborasi pentahelix dengan prinsip gotong
royong, integratif, kerja sama, solidaritas, dan
persatuan. Penanaman nilai-nilai Pancasila
pada generasi muda perlu dilakukan secara
kolaboratif agar dapat berjalan secara efektif
dan efisien (Nanggala, 2023). Kolaborasi
pentahelix dilakukan oleh para pihak lintas sektor
yang saling berkomitmen untuk mewujudkan
pembangunan nasional (Rahmi, Selvi, &
Purwaningtyas, 2022). Pihak yang dimaksud
dalam hal ini yaitu pemerintah, akademisi,
masyarakat, swasta, serta media.

Pemerintah memiliki peran yang sangat
besar dalam penyelenggaraan pembelajaran
pendidikan kewarganegaraan berbasis civic
philanthropy untuk memenuhi hak politik
penyandang disabilitas. Pemerintah berwenang
untuk menyusun kebijakan, hukum, serta
program yang inklusif dan akomodatif terhadap
upaya pemenuhan hak politik penyandang
disabilitas. Pemerintah memiliki kewenangan
atau political power sehingga kebijakan yang
dihasilkan harus bersifat inklusif, inovatif, dan
transformatif (Brennan, dkk., 2021). Kebijakan
yang bersifat inklusif tidak hanya sebatas pada
bidang pendidikan, tetapi juga perlu berfokus
pada penyediaan fasilitas dan infrastruktur sosial
(Qu, 2024). Pemerintah melalui Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas telah berupaya untuk menjamin
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas,
terutama hak politik.

Akademisi atau civitas akademika memiliki
peran yang strategis untuk mengevaluasi
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
upaya pemenuhan hak politik penyandang
disabilitas. Akademisi dapat memberikan hasil
pemikiran dan argumentasi yang berdasar pada
data untuk dipublikasikan dalam bentuk karya
ilmiah. Hal ini tentu secara tidak langsung dapat
menumbuhkan kesadaran bagi warga negara
untuk selalu menghormati harkat dan martabat
setiap individu tanpa terkecuali. Hasil pemikiran
para akademisi dapat menjadi civic campaign
untuk menjamin kesejahteraan penyandang
disabilitas. Akademisi harus konsisten pada
semangat moral untuk mempublikasikan
karya ilmiah yang berkaitan dengan urgensi
kesetaraan kaum difabel (Putra, dkk., 2021).

Karya ilmiah yang ditulis oleh para akademisi
dapat mengurangi pengaruh stigma ableism
di kalangan masyarakat. Akademisi berperan
penting dalam mengawal dan memberi kritik
yang solutif terhadap penerapan landasan
hukum yang berkaitan dengan hak-hak difabel
(Huda, 2021). Akademisi perlu memberikan
rekomendasi strategi yang dapat dilakukan dalam
upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang
disabilitas.

Masyarakat atau komunitas harus mampu
terlibat secara aktif dalam upaya pemenuhan
hak politik penyandang disabilitas. Gerakan
kesetaraan difabel pada masyarakat Amerika
Serikat berfokus pada karakter anti-ableism
untuk menentang stigma bahwa difabel
merupakan orang yang tidak berguna secara
sosial (Kaundinya & Schroth, 2022). Gerakan
anti-ableism merupakan upaya nyata untuk
mewujudkan budaya inklusif di masyarakat
melalui pembentukan karakter penyandang
disabilitas yang memiliki keterampilan
profesional (Goulden, dkk., 2023). Keterlibatan
masyarakat atau komunitas dilakukan secara
sukarela mengingat stigma ableism timbul di
masyarakat dan harus diatasi oleh masyarakat.

Swasta pada dasarnya tidak hanya
mengutamakan keuntungan saja, tetapi juga
mendukung aksi sukarela untuk menciptakan
kesejahteraan masyarakat. Sektor swasta atau
bisnis perlu terlibat secara aktif pada aksi
pembangunan nasional, baik berupa pembangunan
infrastruktur maupun pembentukan kompetensi
sumber daya manusia yang unggul. Kerjasama
strategis antara sektor bisnis atau swasta dengan
pemerintah sangat penting untuk diwujudkan.
Keterlibatan sektor bisnis atau swasta perlu
direalisasikan agar penyandang disabilitas dapat
memperoleh pendidikan politik, pelibatan politik,
sekaligus pemberdayaan politik yang bersifat
holistik. Sektor swasta berperan dalam upaya
pembinaan masyarakat agar memiliki daya
saing sehingga berdampak pada kesejahteraan
sosial (Urriolagoitia & Vernis, 2012). Aksi
filantropi sektor swasta diharapkan dapat
bersifat berkelanjutan yang tidak sebatas untuk
membentuk citra positif perusahaan, tetapi juga
untuk pengabdian sosial.

Media dengan jangkauan yang sangat
luas dapat mendukung upaya pemenuhan hak
politik penyandang disabilitas. Media berperan
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penting dalam mengatasi stigma ableism dengan
memberikan informasi argumentatif mengenai
hak-hak penyandang disabilitas. Media dapat
membangun makna positif terhadap penyandang
disabilitas, memberi informasi mengenai
keunggulan dan potensi yang dimiliki oleh
penyandang disabilitas, serta dapat memberikan
penghargaan pada kaum difabel. Media
digital menjadi sarana komunikasi yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi
penyandang disabilitas (Kaur & Saukko, 2022).
Media digital berpengaruh terhadap civic
engagement warga negara (Gofur & Sunarso,
2019). Penyandang disabilitas memiliki tingkat
literasi digital yang minim, sehingga optimalisasi
peran media sangat diperlukan.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis
civic philanthropy dalam upaya pemenuhan hak
politik penyandang disabilitas harus dilaksanakan
secara holistik. Pendidikan kewarganegaraan
berbasis civic philanthropy tidak hanya sebatas
teoritis tetapi juga menjadi aksi nyata dengan
melibatkan para pihak lintas sektor. Pendidikan
kewarganegaraan berbasis civic philanthropy
yang terintegrasi dengan service learning
yang memuat kolaborasi pentahelix menjadi
paradigma baru dalam mewujudkan civic
equality penyandang disabilitas berbasis nilai-
nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan
sebagai sarana akulturasi budaya harus bersifat
inklusif yang mampu mengakomodasi berbagai
keberagaman (Kuang & Kennedy, 2021).
Pendidikan kewarganegaraan berbasis civic
philanthropy bertujuan untuk membentuk
kemandirian, kesetaraan, dan kesejahteraan
bagi penyandang disabilitas baik secara natural
resources maupun human resources. Pendidikan
kewarganegaraan berbasis civic philanthropy
perlu diterapkan untuk meminimalisir stigma
ableism yang diskriminatif terhadap penyandang
disabilitas.

SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan berbasis
civic philanthropy relevan terhadap pemenuhan
hak politik penyandang disabilitas. Pendidikan
kewarganegaraan berbasis civic philanthropy
dapat ditinjau berdasarkan civic education dan
citizenship education. Pendidikan kewarganegaraan
berbasis civic philanthropy dalam paradigma
civic education mengarah pada pembelajaran

tentang konsep kesetaraan, sedangkan dalam
paradigma citizenship education mengarah pada
penguatan sikap toleransi dalam masyarakat.
Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan
berbasis civic philanthropy untuk memenuhi
hak politik penyandang disabilitas dilaksanakan
melalui pendekatan service learning dengan
kolaborasi pentahelix. Pihak yang terlibat dalam
kolaborasi pentahelix yaitu pemerintah, akademisi,
komunitas, swasta, dan media. Pemerintah
berperan dalam menyusun kebijakan inklusif.
Akademisi memiliki peran dalam menumbuhkan
kesadaran inklusif melalui karya ilmiah. Komunitas
berperan dalam menghilangkan stigma ableism
yang saat ini masih berkembang di masyarakat.
Swasta dapat melakukan aksi sosial sebagai
bentuk pengabdian kepada masyarakat. Media
dengan jangkauan yang sangat luas dapat
mempublikasikan informasi mengenai hak-
hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas
sebagai seorang warga negara.
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